
GUBERNUR TIMUR,

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR /θ TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH

PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESE」 AHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2020

DENGJ― PIIAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBEWUR NWSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a.   bahwa  dalam  menghadapi  perlnasalahaan  dalam
pemberdayaan dan perlindungan anak,peme五 ntah telah
menctapkm strate」 2■κe End yaitu EれdツbJence AgαJ“t
Womeれ  αnd Cttld“れ (akhtti kekerasan terhadap
perempuan dan anak),Eれd助 れαれ Trarc短れg(akhi五
perdagangan manusia)dall End Bα tters Tο Ecoれ0″iC
Jttsttc  (akhi五   kesettangan  ekonomi  terhadap
perempuan);

b   bahwa pe.11■ asalahaan perempuan dan anak sangat
kompleks yang mencakup lintas sektoral dan lintas
kewilaヴahan,  sehingga  dibutuhkan  keriaSama  dan
parusipasi publik da五 berbagai pihak terkat;

c   bahwa untuk memudahkan kemitraan, sinergi dan
keberlanJutan, diperlukan rencana aksi bersama yang
melibatkan Forum KOmunikasi Wilayah Partisipasi Publik
Untuk Kese」ahteraan Perempuall dan Anak Nusa
Tenggara Timur;

d   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubel.lur tentang Rencana Aksi
Daerah Forum Komunikasi Vヽilayah Pa五sipasi Publik
untuk KescJahteraan Perempuan dan Anak Nusa
Tenggara Tllnur Tahun 2018-2020;

Mengingat  : l   Undang― Undang  Nomor  64  Tahun  1958  tentang
Pembentukan Daerah― daerah Tingkat I Bali,  Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(lκ mbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor l15,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1649);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tarr,bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESE」AHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2018-2020.

BAB I
XETEITTUAN I'}IUM

Pasal 1

Batasan Pengertian dan Defenisl

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Aksi Daerah Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk

Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat RAD
FORKOMWIL PUSPA NTT adalah panduan pelaksanaan kegiatan dalam
mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di
daerah.

4. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama,
tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media
massa atau yang sejenis lainnya.

5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

6. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang
diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan
jaminan rasa aman terhadap ancaman yang menbahayakan diri dan jiwa
dalam tumbuh kembangnya.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
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Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh
kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunal.
Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah
suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan
hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan
dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Sinergi adalah kerjasama antara kelompok-kelompok yang berkomitmen
untuk bersatu yang menciptakan efek yang lebih baik dibandingkan
bekeq'a sendiri- sendiri.

Pasal 2
Maksud dan TuJuan

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini adalah sebagai landasan
dan pedoman pelaksanaan bagi Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi
Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur
Periode 2O18-2O2O, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
tanggungiawabnya.

(21 T\rjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam

memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; dan
c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

BAB II
RENCAITA AKSI DAERAH FORUM KOMUITIXASI UNLAYAH PUSPA NTT

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah Forum
Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan
dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2OL8-2O2O.
Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai66nz tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)
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BAB IIT
PELATSAITAAN

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pelaksanaannya mengacu pada Rencana Aksi Nasional
Forum Komunikasi Nasional dengan klaster prograrn sebagai berikut:

a. kualitas hidup perempuan;
b. perlindungan perempuan;
c. ketahanan keluarga;
d. pemenuhan hak anak; dan
e. perlindungan khusus anak.

Pasal 5

RAD FoRKoMwIL PUSPA NTT dilaksanakan oleh Forum Komunikasi wilayah
Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan perempuan dan Anak Nusa Tenggara
Timur Periode 2ola-2o2o, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasel 6

Pelaksanaan RAD FoRKoMwIL PUSPA NTT dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan dalam program 3 (tiga) tahunan dan akan ditinjau apabila
diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dan Perencanaan, pelaksanaan, Monitoring, da, Evaluasi RAD
FoRKoMwIL PUSPA NTT dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB V
PEIYUTI'P

Paral 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2/ NEl 2018

^GUBERNUR 
NUSA TENGGARA TIMUR,U]

4r'ners LEBU RAx(

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal′夕″σ′ 2018

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PDRAT― N GUBERNUR NUSA TENGG― TI取
:   ′θ     TAHUN 2018
: λv ″,1    2018

「

RENCNA AKSE D…

FORUM KOMUNEKASI WILAYAH

PARTISIPASI PUBHK mTUK KESEJAHTE― PEREMPUN DAN ANAK

NUSA TENGG― TIMUR

TAHUN 2018‐2020

BAB I

PENDAHULUAIT

LATAR BELAI<.ANG
PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)
ialah suatu inisiasi dalam mewujudkan koordinasi fundamental yang
dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk menyatukan visi dan misi
lembaga-lembaga terkait demi kesejahteraan perempuan dan anak di
Indonesia. lembaga-lembaga terkait tersebut adalah, Pemerintah Pusat
dan Daerah, Lembaga Masyarakat, Media dan berbagai keterwakilan dan
partisipasi masyarakat yang marnpu menyebarluaskan dan
menyukseskan program unggulan 3ENDS yang didalamnya berisi pesan
untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan
perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi antara
perempuan dan lakilaki.

Menyadari kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak
saat ini, dan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut dapat
bedatan dengan baik dan mencapai tujuannya, Kementerian PPPA telah
menggalang partisipasi semua piha-k, tidak hanya sesama lembaga
pemerintah, baik pusat maupun daerah, narnun juga lembaga
masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia
usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat dalam
pembangunan PPPA, sesuai dengan bidang dal kewenangan tugas
masing-masing.

Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
(PUSPA) mempunyai tujuan untuk memperkenalkan Program Unggulan
Three Ends, Mengalang dukungan lembaga masyarakat, Membangun
sinergi antara Kementerian PPPA, lembaga masyarakat, dunia usaha dan
media pada level daerah untuk percepatan darr efektivitas mewujudkan
kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia, berbagi pengalaman dan
gagasan inovatif berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Indonesia. Serta menyediakan wahana interaksi
antar pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan peserta pertemuan
untuk menjqiaki peluang-peluang kerja sama program dan kegiatan.



Dengan bersabunya bcrbagai institusi yang memiliki interest tcrhadap
perempuan dan anak yang saling mengisi schingga kckurangan pada

insdtusi yang lain dapat tensi oleh keunggulan institusi lannya.schingga

ddak memi■ ki tuiuan tambahan kecuali tu」 uan forum sccara bersama

珂 uan Sinergi dipahami dan dihaya伍 oleh sedap institusi sebagai bagian
dari tttuan fOrum.Adapun tuJuan sinergl adalah meningkatkan peran
serta lembaga masyarakat secara holistik pada kegiatan pcmberdayaan
pcrempuan dan perlindungan anak, dengan mengeinbangkan mOdcl
kcmitraan Pcmerintah dan LM yang efektif dalam pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan manfaat
sinergl bagl LM dapat meningkatkan」 cJanng dan keゴ asama diantara
berbagai LM untuk Pembanguan PP dan PA, bagl Pemda dapat
membangun kenlitraan antnra Pcmda dan LM untuk mempercepat
pcnyelesaian masalah PP dan PA,dan bagl KPPA Meningkatkan Kinetta
Kemente五an PP dan PA, khususnya Kineria Unit Kedepudan Bidang
Partisipasi Masyarakat.

Berag― dan luasnya pe■■1.asalahan perempuan dan anak tidak dapat
ditangani scndiH olch Kemcnte五 an Pembcrdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak  Partisipasi masyarakat pada pencegahan dan
penanganan masalah sangat dibutuhkan dcngan mclakukan kctta
bcrsama (berSinergi), Sehingga pcncegahan dan penanganan masalah
dapat dilakukan dengan cepat, cFektit dan cflsien Sehubungan dengan
itu tclah dibcntuk Forum Komunikasi ttah PartISipasi publik untuL
Ke叡可ahteFaan Perempuan dhn嶽 k(FORKOMWIL PUSPA)NTT.Forum
ini berupaya untuk menghadapl berbagal pe.1..asalahaan dalam
pemberdayaan dan perlindungan anak, peme五ntah telah menetapkan
strate」 1■確e End ydtu ttα  yI。たれ∝ Agα″ぉ

`陥
meれ αだ Cんd“れ(akhiH

kckerasan terhttap perempuan dan anakl,Ett IIamα れ,Ъ可

"cttng(akhiH
perdagangan manusial; dan End Bα rrters TO EconOmic」ustice(akhi五
kesettangan ekonOmi terhadap perempuan.Partisipasi publik dalaln
forum  ini  terdin  daH  organisasi  keagamaan,  lembaga  swadaya
masyarakat, mcdia, dunia usaha, akademisi dan Organisasi profesi
seb疑姿i stakch。 ldcr sangat memcgang peranan pening,meniadi mitra
peme五ntah unmk mengdendflkasi serta memccahkan masalah
perempuan dan anak di dacrah.

Forum Komunikasi Wilayah Patsipasi Publik untuk KcsttahtCraan
Percmpuan dan Anak bc■ ugas:

1. Membc五 kan masukan dalan■ penyusunan keb」akan terkait dengan
pembcrdayaan perempuan dan pcrlindungan anak di daerah;

2.Melakukan kttian terkait dengan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di daerah;

3 Melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di daerah;

4. MembeHkan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada
Kep」a Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pro宙nsi Nusa Tenggara Timur dalarn rangka meningkatkan
efektitfltas partisipasi masy釘」睦、t unttk pemberdayaan perempuan

f danpenindungananak.



Untuk mewujudkan program dan kegiatan Forum Komunikasi Wilayah
Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
(FORKOMWIL PUSPA) NTT, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah (RAD)
FORKOMWIL PUSPA NI"T.

LIINDASAIT ITI,I(IIU
Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RAD ini adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bati, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOZ tentang pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah dan perubahannya;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak Nomor 2 Tahun 2OlZ tentang partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pencegahan dan penanganan perdagangan Orang;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2Ol3 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2OOg
tentang Perlindungan perempuan;

9. Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun
2Ol2 tentang Perlindungan Anak.

IOKUS KEGIATAJT
1. Sejarah Lokasi Kecamatan AIak

Sejak terbentuknya propinsi Nusa Tenggara Timur pada 20
Desember 1958 (Undang -Undang Nomor 64 Tahun 195g), Kota
Kupang ditetapkan sebagai Ibu Kota dan pusat pemerintahan
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Alak yang saat itu
termasuk dalam Wilayah Kabupaten Kupang dengan sendirinya
menjadi bagran dari propinsi Nusa Tenggara Timur. pada tahun
1978, Kota Kupang ditetapkan menjadi Kota Administratif
(Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 197g) dengan wilayah
ketika itu tediri atas 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan
Kupang Selatan dan Kecamatan Kupang Utara. Tahun 1996, Kota
Administratif Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang (Undang -Undang Nomor 5 Tahun
1996 tanggal 20 Maret 1996) dan diresmikan oleh Menteri
Dalam Negeri Yogie S. Memet pada tanggal 25 April 1996
sekaligus melantik Walikotamadya pertama Bpk. S. K. Lerik.
Saat ini wilayah Administrasi Kota Kupang mencakup 6 (enam)

€ kecamatan dan 5l (lima puluh satu) kelurahan.I

3.

4.

7.
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Kecamatan Alak adalah salah satu kecamatan di Kota Kupang, yang
terdiri dari 12 kelurahan yaitu: Kelurahan Alak, Batuplat, Fatufeto,
Mantasi, Manulai II, Manutapen, Naioni, Namosain, Nunbaun Delha,
Nunbaun Sabu, Nunhila dan Pankase-Oe1eta. Dengan luas wilayah
86,91 Km2 dan jumlah penduduk 54.043 jiwa. Sedangkan jumlah
Rukun Warga (RW) 87, Rukun Tangga (RT) 269 dan Jumlah Rumah
Tangga sebanyak I 1.97a.

2. Lokus Kelurahan Alak dan Kelurahan Manulal II
Kedua lokasi kelurahan berada di pinggiran Kota Kupang, dengan
berbagai permasalahan khas pinggiran kota diantaranya terdapat
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Lokalisasi Porstitusi. Adapun
profil kedua kelurahan ini adalah sebagai berikut:

a) Kelurahan Alak
Kelurahan Alak merupakan kelurahan yang terletak terluar
paling Barat dari Wilayah Kota Kupang yang berbatasan
langsung dengan Wilayah Kabupaten Kupang. Kelurahan
Alak menjadi pintu gerbang masuk keluar / arus lalu lintas
orang, barang dan jasa ke dalam wilayah Kota Kupang
khususnya dari laut. Jarak dari Kantor Lurah Alak ke Kantor
Camat Alak t 1 Km (10 menit), sedangkan jarak ke Kantor
Walikota Kupang adalah t 15 Km (30 menit). Kelurahan Alak
memiliki luas 9,31 Km2 yang terdiri atas 6 RW dengan 22
RT. Bagran terbesar wilayah Alak adalah lahan kosong,
pemukiman, pergudangan, pelabuhan dan perumahan. Jumlah
Penduduk sebanyak 4.554 orang yang terdiri dai 2.201 l,aki'
l,aki (48,3%) dan 2.353 Perempuan (51.7o/o). Dengan jumlah
Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.097 KK. Luas wilayah
Kelurahan Alak 9.31 Km2, dengan batas-batas:

r Utara
. Selatan

. Timur

. Barat

Laut Kupang
Kelurahan Manulai
Kabupaten Kupang
Kelurahan Namosain
Oeleta

II dan Desa Nitneo

dan Kel. Penkase

Desa Nitneo Kabupaten Kupang

Adapun fasilitas yang tersedia di Kelurahan Alak adalah Kantor
Lurah, Pustu Tenau dan Pustu A1ak, Bak Reservoer 5 Buah,
Sumur Bor 3 Buah, Pondok Informasi IFAD, SD Inpres Tenau,
SD Negeri Alak, SMP Negeri 19 dan SMA Negeri 12.

Lokalisasi Karang Dempel (LKD) berada pada RT lO / RW 03
Kelurahan Alak. Terdapat 171 PSK dewasa. Permukiman dan
ekonomi juga berlaku di RT 9 / RW 03, aktivitas ekonomi yang
berlangsung di LKD seperti bar, karaoke, rumah makan, kios,
salon kecantikan dan lain-lain. Terdapat 19 anak di kompleks
LKD yang terdiri dari 9 anak di RT 10 / RW 03 dan 19 anak di
RT 10 / Rw 03.F

4



Lokalisasi KD terdiri dari 4 (empat) Blok, yaitu Blok Bukit
Indah (47 kamar), Blok Sederhana (45 kamar), Blok Gading (35
kamar) dan Blok Jitro (55 kamar).

b) Kelurahan Manulai II
Kelurahan Manulai II terletak dalam wilayah Kecamatan Alak
yaitu berada pada bagian Timur Kecamatan Alak. Jarak antara
Kantor Lurah Manulai Il dengan Kantor Camat Alak adalah I 5
I(m. Wilayah Kelurahan Manulai II terdiri dari daratan yang
agak ketinggian dari permukaan laut dan seb.gan daratan
tersebut diperuntukkan untuk lahaa pertanian. Jumlah
Penduduk sebanyak 5.034 orang yang terdiri dari 2.602 Lal<r-

l,aki (51,7o/o) dan 2.432 Perempuan (48.3o/ol. Luas wilayah
Kelurahan Manulai t 2O.OOO Ha, dengan batas-batas:

・  Uttnra

・  Selatan
・  Timur
・  Barat

Kelurahan Batuplat
Desa Manulail dan Kelurahan Nttoni
Kelurahan Ndoni
Desa  Nitneo,  Kalurahan  Alak  dan
Kclurahan Pcnkasc― Oclcta

Adapun fasilitas yang tersedia di Kelurahan Alak adalah Kantor

Lurah,2 Pustu,3 Sckolah Dasar, l SMPN, l SMA Plus Masa
Depan Mandi五

Tempat Pembuangan Akhir(TPA)berada di RT 21/RW 08 dan
M20 / RW 08 Kclurahan Manulai II.Di R「 21/ RW 08
terdapat 34  KK,  tetapi hanya beberapa KK saia yang
berak」宙tas di TPA dan kedua RT tersebut_  bkasi TPA
bcrsisian dengan warga RT 01 /RW 01 (66 KK)dan RT 02/
RW 01(77 KKI Kelurahan Alak. KK yang ada di TPA berasal
daH Desa Nitneo,Desa Bolok dan Desa Kuanheum.Terdapat
36 KK yang beraktifltas di TPA yang berasal daH 3 Kelurahan

yaltu 25 KK daH Kelurahan Namosain,8 KK dan Kelurahan
ManulaiII dan 3 KK dad Kelurahan Alak.

D. PELUANG DAN TANTANGN
l.PELUANG
al Penanganan pel..lasalahan sosial yang teriadi di masyarakat Kota

Kupang terutarna dcngan korban perempuan dan anak dapat
dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan melalui
pemberdayaan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak yang dapat dilakukan pada Lokalisasi
Karang Dempel(KD)di Kelurahan Alak dan TPA di Kelurahan
Manulai II;

b)Sebagamana target pemeHntah pusat bahwa semua lokalisasi di
lndonesia akan ditump hingga tahun 2019, dan serta dukungan

f Rme五
ntah Kom Kupang unttk me壺 ndaklttud h」 tersebut

Ｅ
Ｊ



BAB II

― H KDBW―

A. TUJUAN
1. TUJUAIT I'}IUU

Tujuan parLisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah untuk:
a. mendorong masyaralat agar dapat berpartisipasi dalam

memberdayakan perempuan dan Perlindungan Anak;
b. menciptakan kondisi masyaralat yang peduli terhadap

pemberdayaan p€rempuan dan Perlindungan Anak; dan
c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

2. TUJUAI{ I$IUSUS
Tujuan khusus partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak adalah dalam hal peningkatan
kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan ketahanan

keluarga serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak'

B. SASARAI|
Sasaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:
a. rumah tangga;
b. tempat umum;
c. lembaga layanan;
d. lembaga keterampilan;
e. lembaga pendidikan; dan
f. lembaga keagamaan.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan

perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan dalam bentuk:

a. sosialisasi;
b. advokasi;
c. penyuluhan;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. pelayanan;
h. kajian;
i. pelatihan;
j. permodalan; dan

? k. penyediaan sarana Prasarana.
{
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D.

STRATEGI
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempu€rn
dan perlindungan anak dilaksanal<an melalui strategi PUG dan PUHA.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dilaksanakan secara mandiri, berkelompok,
terpadu atau berjej aring.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan
kementerial, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

PEIYDEI(ATA"IT
Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dengan
beberapa prinsip pendekatan antara lain:

l. Pemberdagaan, yaitu upaya meningkatkan kemampuan perempuan
melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, marginal, disabilitas
dan anak;

2. Partisipastif, yaitu upaya mengedepankan keterlibatan aktif
perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk
pemikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki
dan rasa tanggung jawab;

3. Demokratis, yaitu pengambilan keputusan dalam setiap tahapan
kegiatan didasarkan atas musyawarah mufakat dal kesetaraan
gender;

4. Bertumpu pada Sumber Daga Lokal, yattu penetapan jenis kegiatan
didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai
kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna
pembangunan;

5. Efsi,ensi, yaitu menjamin pencapaian target program dalam kurun
waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia
serta dapat dipertanggunglawabkan;

6. Efeldivitas, yaitu pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan prioritas
masalah dan kebutuhal masyaraftat;

7. Ttornspo:rar'si, yaitu manajemen pengelolaan dilakukan secara

transparan dan dapat dipertanggungiawabkan;
B. Keterpaduan dan Keberlanjutan, yaitu kegiatan dapat dilaksanakan

secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan

lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannnya,
sehingga mampu menjawab berbagai persolan mendasar setiap

e tingkatan di kelurahan hingga kecamatan.
{
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BAB III

PROGRttM D∬
― EATAN

A. BIDANG KUALITAS HEDUP PEREMPUAN

Meningkatkan kualitas hidup perEmpuan dalam berbagai sektor pembangunan melalui Akses, partisipasi, Kontrol
dan Manfaat Pernbalgunan
1. Terbentuknya Penguatan kualitas hidugr perempuan marginal2. Meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan

T\rjuan

Target

Loなasi     18■ 3
End3

Кondisi Awal Rencena Aksi

Keghmn Sasaran Penanggung

Outcome/
Ha:ll yang
DiharapLanPagu

Kecamatan
ALak

1,u Fe 3 o sebaglan beser Sosialisasi    ・
Peningkatan‐ ・

r Ke 3 o Sebagran besar 1.
perraulung yang ada

KualitaS‐■idvp
Keluarga di
TPA‐■  ■  |,

Keluarga.
Perangkat
Pemerinta
(Kota, Kec,
Kel, RI/RW)
Toga, Tomas
Pemilik Blok

Rp.
136.540.OO0

Pagu:
Rp.
35.000.000

Rp.     
‐ ‐

      |‐

‐

t35,Ooo.000

Output

1. Tersosialisasinya
kualitas hidup
perempuan,
perlindungan
perempuan,
ketahanan
keluarga, tumbuh
kemba"ng anak dan
perlindungan
khusus anak

2. Tersedianya
Identifikasi
Permasalahaan
Pengambilan
Keputusan

3. Advokasi
Kebiiakan yg
responsive bagi

Perempuan

di TPA adalah
perempuan

o Pernulung
Perempuan
hidupnya
tergantung sampah

o 36 KK Pemulung
o 171 PSKdi

Lokalisasi KD

Kualitas
Hidup

2. Pemetaan
Masalah Relasi
Pengambilan
Keputusan

‐
t.Advokadi  ‐

IKcikut,,FtaⅢ■ |‐
Perёmpuan

.   Pelaku

usaha  ‐  ‐
・  Organl,asi‐  _‐ Perempuan
・ 209 0rg l  ‐

.  Pemulung,   Mei
Perempuan
l  Aparat

PemeHntah
RT/RW dan
Kulurahan

Adanya
Peningkatan
Kualitas
Hidup
Perempuan



xOndisi Awal Reacene Atel Outcomeノ
Ha8俎 yamg
D二haraphn

LoLa81     18■ 3
End3

Keglatan

2. Pelatihan
Pemberdayaa
n Ekonomi
Perempuan &
Pelatihan
Ketrampilan

Sasaren Pagu Penanggung

Minggu ●Rp.
2」uli     35.000.000
2018

Meningkatkan
ketramilan

Bidang
Perlidungan

4. Perayaan dan o kelompok Novemb
kampanye Perempuan, er 2018
bersama kelompok Minggu
masyarakat, a anak, aParat ke-3
(16 HAI,ilP) kelurahan,

kecamatan,
Forkomwil
Puspa, dunia
usah

perempuan Manginal Perempuan

5. Tersosialisasi hak-
hak perempuan,
bahaya Aids, anti
korupsi,
lingkungan
kesehatan,
pendidikan,
ekonomi dll

r Kelompok
usaha
perempuan
35

r Dunia usaha
5

. Aparat
kelurahan
dan
kecamatan 5

Rp.
35,0001000

P
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C. BIDANG KETAHANAN KELUARGA

T\rjuan
Target

: Meningkatkan Ketahanan Keluarga dalam menghadapi permasalahan sosial ekonomi
: L. Meningkatkan kualitas hidup keluarga

2. Meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Perempuan
3. Meningkatkan peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

LoLn3i      18u 3
End8

KOndi31 Awal Rencana Aksl

Output Penanggung

Outcomeノ
Hasll yang
Dihanphn

Masyarakat
menikmati
pangan
murah pada
masa panca

Keglatan Pagu

KeraJman

‐臨 胴贅
(Reuse,
Reduce &
Recycle)

2. Fasilitasi r Masyarakat Ferbuarl Rp. 100 kk mendapat
Bezaar miskin & 5O.O00.OOO akses pangan
pangan sekitar TPA Desemb murah (beras, gula
Murah 100 kk er Pasir, minyak

(HKTP) goring, bawang)

3. Pelatihan r Kader Agustus Rp. Mampu mengolah
Pengolahan Posyandu 35.000.000 hasil perillanan
Pangan Lokal . Kelompok Septemb menjadi
Pemenuhan Muda er produk/lauk variatif

di  .

記慧in轟
ekonoml

12
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De BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

: Meningkatkan pemenuhan hak anak
: 1. Mensosialisasikan pemenuhan hak anak dalam hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan

altematif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatar waktu luang dan kegiatan budiya.
2, Menyediakan fasilitas pelayalan yang ramah anak
3. Meningkatkan anak terlibat dalam proses penganbilan keputusan

Tujuan
Target

Кondisi AwalLch81     13■ 3
EndB

Rencana Aksl Outcomol'
Hasll yang

21 1500ratlg
3. 100 SDM
4■.501,DMIII

300 anak
(150 anak
&150
orang tua

150 0rang
100 SDM
50 SDM

Mci

2018
Juni
2018

Rp.
150.000.000

150 anak
rmendapatkan
pemenuhan hak
anak, hak rejreasi

Fasilitasi One
dag for
children

２

３

４

ａ
ｆ

3.Pclatihan
Lifeskill anak

Putus Sckolah

3.30 Anak di  3 HaH
TPA danl  ・●  olctobeF
Lolalisasi     2018

13

Keglatan Sasaran Pagu Output Penanggung

Kttmpanye
hak anak

¨
一肝

Kecamatan
鮨 L

Akhiri
kekёras
an l‐

terhada
p Anak

Rp.
150.OOO.O00

3oo anak ll‐
島さha五五mi hak
anak ‐  .

IBidO■8 1■
Pemёnuhan
Hak Anak

Mtturunny
a kekerasan

慇■■

０００一Ｑ００
Ｒｐ．鶴



Eo BIDANO PERLINDUNGAN KHUsus ANAK

: Meningkatkan p,erlindungan khusus anak: l Me nsosialisaikan perlindungan anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, minoritas danterisolasi, eksploitasi. 
""""J"r,g".r."'Na*eliiiil7iiot, p.-og..fi, penculikan, penjualan dan perdagangananak' kekerasan. keialiatsn *ti)'rr, ai*t ["i,;;.i;;""", pr aku sosial menyompang dan stigmatisasi.' Y":i',Ltiffi",'#ientase 

anak a;;GH#"'i"fr,a*g* khusus yang mendapatkan perayanan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalsrn perlindungan anak

T\rjuan
Target

．“』
３Ｌｂ Кondisi Awal

Rencana Aksl
Keglatan

Outcome/
Hesil yang
Dtharapkaa

Pagu Output

Alak Kota
Kupang‐
NTr‐

/1NIUI

kekerasan
bagi‐

perempuan
dl lokasi

tersbt akan
bahaya yang
alan tcJadi
alcibat‐daH ‐

t,■平■||
pOr,mpЧ an‐

inya 50 ・ ‐

|lre■pl11‐
Perlindungan
Anak, PZ|Iy2A,
LM, P3A Kota
Kupang

‐ darilkondisi ‐

一̈̈̈ aWal ke arah
yang lcbih l

baik

pekerjaan
mereka
inengaisl

ltanpitt l

2, Pendidikanl
bagi anak2 di
lokasi tsbt

tentang
keschatan

2.150 Anak  」uli I
yg1          2018
menempati
lokasi TPA(2
Kelas)

‰.。∞.。。。 鵬壼diknya loo

√
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Lokasi KOnd18i Awal Rencena Aksl Outcome/
Hasll yang

一
一一一一一一一一

5. Fasilitasi
Diskusi
kampung
bersama
orang tua

(Eksp10itasi
‐     I Ekonomi

terhadap
Anak)

150 orang tua
memahanll dampak
traFlking

Menurunny
a masalah
trafiking
berkurangny
a pekerja
anak

150 orang tua  Septemb  Rp.
di Lokalisasi    er 2018   100.000.000
dan TPA
100 0ratt tua

Oktober  Rp.    ‐

2018    85,0001000
1O0 orang tua

ご
ｒ
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BAB Ⅳ

PENUTUP

Kebcrhasilan   pembangunan   pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melalui strategi Three Ends yang meliputi (ll End
Violence Again st Women and Children (akhiri kekerasan terhadap
perempuan dan anak); (2) End Human TYafficking (al<hiri perdagangan
manusia); dan (3) End. Banriers To Eanomic Justice (akhiri kesenjangan
ekonomi), yang diharapkan dapat menjadi arah bagi para pemangku
kepentingan, baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan
urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah
satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
daerah

Keberhasilan pelaksanaan RAD ini sangat tergantung kepada partisipasi
dan komitmen seluruh pengurus dan anggota Forum Komunltasi
Wilayah Partisipasl hrblit Uutuk Kesejahteraan perempuar daa
Aaae EI()RI(OMWIL PUSPA) NTT Periode 2O|B-2O2 yang telah
merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan
memberikan masukan bagi penyempurnaa.n implementasi Rencana Aksi
Daerah FORKOMWIL PUSPA ini.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini berada dibawah koordinasi dan
arahan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat Sekda provinsi
NTT, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Ketua Tim Penggerak pemberdayaan
Ksejahteraan Keluarga (TP PKK) NTT, Ketua Dharma Wanita persatuan
(DWP) NTT, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTT,
Ketua Dharma Pertiwi Koorcab NTT, dan Prof. Dr. Mien Ratu Udju, MS.
(PPGA) dengan keanggotaan pengurus yang terdiri dari unsur pimpinan
dan anggota yang secara teknis, implementasinya dikoordinasikan
melalui ketua dan Koordinator bidang sebagai berikut :

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Perempuan;
3. Bidang Ketahanan Keluarga;
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
5. Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Sehubungan dengan itu maka akan dilakukan pemantauan dan evaluasi
yang dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah tersebut berdasarkan hal-hal sebasai berikut:

l. Sistem dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang telah
dikembangkan;

^2. Keberhasilan program berdasarkan indikator kemajuan dan
E keluaran yang telah ditetapkan.
\
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3. Penerbitan laporan berkala yang disusun dan disampaikan secara
berl'enjang kepada penanggungiawab melalui ketua dan koordinator
bidang;

Dengan menyadari bahwa dalam penyelesaian permasalahan perempuan
dan alak sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai lembaga danorganisasi masyarakat untuk melakukan sinergi. Dengan J.rergi,permasalahan perempuan dan anak akan bisa dicegah aan aitarrg"-rri
secara lebih efektif dengc.n bersatunya berbagai inslitusi yurrg *ii.rgmengisi. Sehingga RAD ini hendaknya menjadi acuan dalammelaksanakan program dan kegiatan dalam rangt<a mewujudkanefektifitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga
monitoring dan evaluasi.

R,hlcueoRNUR NUSA TENGG
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